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K eserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk
mencapai kedamaian sebagal salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi
negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagal |lembaga yang
berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen penting
demokrasi. Dalam rangka memperol eh keserasian yang dimaksud, adakalanya kemerdekaan pers harus
dibatasi untuk mencegah ekses kebebasan. Kemerdekaan pers sebagal wujud hak asasi manusia
mensyaratkan pembatasan hukum yang sesuai dengan kaidah hak asasi manusia dan konstitusi, di antaranya
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan absah tertentu necessary for alegitimate aim, seperti untuk
melindungi hak dan kebebasan orang lain, dan tanpa merusak esensi hak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kemerdekaan pers di Indonesia oleh hukum positif yang berlaku
telah cukup menyelaraskan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban dalam aspek pembatasan peliputan,
aksesibilitas informasi publik, independensi lembaga regulasi pers, keleluasaan partisipasi pers oleh swasta,
dan kebebasan aktivitas jurnalistik. Sedangkan porsi nilai kebebasan masih belum dapat bersanding secara
ideal dengan nilai ketertiban dalam aspek jaminan konstitusional kemerdekaan pers dan kemerdekaan
berekspresi dan konsekuensi atas pencemaran nama baik pejabat atau negara. Untuk mengusahakan
keselarasan nilai-nilai kebebasan dan ketertiban yang lebih menyeluruh dalam menegakkan kemerdekaan
pers, digjukan saran untuk melakukan reformasi legislasi demi meminimalisasi kriminalisasi pers dan
mempertegas rumusan jaminan konstitusional bagi kemerdekaan pers untuk mencegah penyelewengan
terhadapnya.

The consonance of freedom and order as an antinomy or apair of valuesisimperative to achieve peace as
one of the objectives of law. The harmony between the two values in the realm of democracy that is
occupied by Indonesia as a state that abides to the rule of law can be acquired by the Peoples Consultative
Assembly through its legidlative capacity, which governs, among others, press freedom as acrucial element
to democracy. To obtain said consonance, press freedom may sometimes need to be limited in order to
prevent an excess of freedom. Inasmuch as press freedom is a manifestation of human rights, legal
restrictions upon it must be imposed according to the conditions prescribed by human rights principles and
the constitution, namely a justified necessity to accomplish alegitimate aim, such asto protect the rights and
freedoms of others, and the exclusion of restrictions jeopardizing the essence of the right concerned.

This research finds that the legal regulation of press freedom in Indonesia has rather succeeded in
harmonizing the two aforementioned values in the aspects of reporting restrictions, public information
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accessibility, independence of the press regulatory body, press participation of private parties, and freedom
of journalism activities. On the other side, order is more dominant than freedom in the aspects of existing
constitutional guarantee for press freedom and freedom of expression and penalties for libelling officials or
the state. Finally, a reassessment of the current constitutional guarantee for press freedom and a legislative
reform aimed at minimizing press criminalization may prove to be effective in facilitating a more holistic
coherence between freedom and order in the preservation of press freedom.



